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Abstract: The purpose of this study was to identify the conceptual model of quality-based

educational financing management in modern pesantren (Islamic boarding school). This

study used a multi-case method because there were two research locations, namely the

Pesantren Daarut Tauhiid in Bandung and the Pesantren Modern Sahid in Bogor. The data

collection techniques was taken by interview and the analysis technique used a cross-case

analysis. The results showed that the conceptual model of quality-based educational financing

management in modern pesantren was carried out starting from planning, organizing,

implementing, monitoring, accountability, and continuous improvement of educational

financing. Educational financing planning was guided by three points, namely the

foundation’s development plan, the foundation’s strategic plan (renstra), and the

pesantren’s work program. In educational financing organization, structurally, there was a

division of tasks between the manager and the financing internal supervisor. Educational

financing implementation was consistently guided by the principles of recording financial

income and  expenditure. Educational financing was supervised by conducting  internal

audit regularly. Educational financing accountability was performed by reporting  the use of

financing timely, accurate, transparent, and accountable. Continuous improvement of

educational financing was carried out monthly and annually. To conclude, conceptual model

of quality based-education financing management at both pesantren is implemented

comprehensively and integrally.

Keywords: financing management, educational financing, modern pesantren

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model konseptual manajemen

pembiayaan pendidikan berbasis mutu di pesantren modern. Penelitian ini menggunakan

metode multikasus karena ada dua lokus penelitian, yaitu Pesantren Daarut Tauhiid Bandung

dan Pesantren Modern Sahid Bogor. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan

cara wawancara. Sedangkan teknik analisis adalah analisis lintas kasus. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa model konseptual manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu

di pesantren modern dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan, pertanggungjawaban, dan perbaikan berkelanjutan pembiayaan pendidikan.
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PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu

standar yang menunjang pencapaian pendidikan

yang bermutu. Tanpa adanya standar

pembiayaan pendidikan, standar-standar yang

lain mungkin tidak akan terlaksana dengan

efektif (Mukhid, 2012; Murtadlo, 2016; Kusuma,

2016; Priatna, Nurhamzah, Ratnasih, & Siregar,

2018; dan Komariah, 2018). Dengan demikian,

ada kemungkinan pencapaian mutu pendidikan

akan terhambat, bahkan tidak akan berhasil.

Lembaga pendidikan tidak cukup hanya

memiliki dana pendidikan yang memadai. Ada

faktor lain yang menunjang keberhasilan

pencapaian pendidikan yang bermutu, di

antaranya manajemen pembiayaan pendidikan.

Walaupun lembaga pendidikan sudah mempunyai

dana yang memadai, jika tidak dikelola secara

efektif dan efisien tidak akan menunjang

pencapaian mutu pendidikan (Ferdi, 2013;

Kisbiyanto, 2014; dan Barlian, 2016). Dua hal

yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian

pendidikan yaitu biaya yang memadai dan mana-

jemen pembiayaan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan penelusuran terhadap

beberapa dokumen dan penelitian yang

dilakukan, dapat dikatakan bahwa pembahasan

tentang manajemen pembiayaan hanya fokus

pada perencanaan, pelaksanaan, dan per-

tanggungjawaban (Fahrurrozi, 2012; Darmawati,

Djailani, & Jamaluddin, 2014; Arifin, 2016;

Nurdiani & Nugraha, 2018; dan Komariah, 2018).

Sebagai suatu sistem, seharusnya manajemen

pembiayaan tidak hanya fokus pada tiga hal

tersebut. Ada aspek lain yaitu pengorganisasian,

pengawasan, dan perbaikan berkelanjutan

pembiayaan pendidikan.

Ketiga aspek tersebut memiliki pengaruh

yang sama terhadap keefektifan dan efisiensi

terlaksananya manajemen pembiayaan. Pertim-

bangan penelitian didasarkan pada dua hal yaitu

pertama, bahwa manajemen merupakan suatu

sistem (Komariah & Triatna, 2014). Kedua,

peneli tian yang sudah di lakukan yang

menyimpulkan bahwa ketiga aspek tersebut

sangat berkontribusi terhadap keefektifan dan

efisiensi pelaksanaan fungsi manajemen.

Penelitian Muttaqin (2018) dan Mahiri (2016)

mengungkapkan bahwa pengorganisasian dalam

manajemen sangat berpengaruh terhadap

keefektifan dan efisiensi kinerja organisasi.

Bahkan menurut Arifin (2016), kegiatan

pengorganisasian merupakan bagian dari

manajemen keuangan. Begitu pula hasil

penelitian Djupri (2017); Subkhan (2012);

Gamar & Djamhuri (2015); Samsirin (2015);

Setiowati (2015); Pradono & Basukianto (2015);

Khairunnisa, Rasuli, & Ratnawati (2016); dan

Yuniarti (2017) yang menyimpulkan bahwa

pengawasan, terutama pengawasan internal

Perencanaan pembiayaan pendidikan berpedoman pada tiga hal, yaitu rencana

pengembangan yayasan, rencana strategis (renstra) yayasan, dan program kerja pesantren.

Pengorganisasian pembiayaan pendidikan secara struktural terdapat pembagian tugas antara

pengelola dan pengawas internal pembiayaan. Dalam melaksanakan pembiayaan pendidikan,

para pengelola pembiayaan secara konsisten berpedoman pada prinsip-prinsip pencatatan

penerimaan dan pengeluaran keuangan. Sedangkan dalam pengawasan pembiayaan

pendidikan, audit internal dilakukan secara berkala. Pertanggungjawaban pembiayaan

pendidikan diwujudkan dengan pelaporan penggunaan pembiayaan yang tepat waktu, akurat,

transparan, dan akuntabel. Perbaikan berkelanjutan pembiayaan pendidikan dilakukan

dengan dua tahap, yaitu bulanan dan tahunan. Dengan demikian, model konseptual

manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren modern dilakukan

secara komprehensif-integral.

Kata kunci: manajemen pembiayaan, pembiayaan pendidikan, pesantren modern
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dapat mengurangi kesalahan pembiayaan,

mewujudkan kualitas laporan keuangan yang

transparan dan akuntabel, meminimalisir

terhadap terjadinya fraud, serta menjadikan

lembaga sebagai good corporate governance

(GCG). Selain itu, hasil penelitian Syahrul (2013)

dan Pamungkur (2016) menyatakan bahwa

perbaikan berkelanjutan sangat berdampak pada

keefektifan dan efisiensi fungsi manajemen.

Berdasarkan uraian di atas, kebaruan

penelitian ini adalah adanya manajemen

pembiayaan berbasis mutu. Artinya manajemen

pembiayaan yang dikaji berdasarkan pada teori

manajemen mutu, yaitu mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan,

pertanggungjawaban, dan perbaikan berke-

lanjutan.

Hasil penelitian Setiowati (2015) dan Sakti

& Hidayat (2019) menyatakan bahwa penge-

lolaan pembiayaan di pesantren secara umum

masih belum memiliki standar pengelolaan. Hal

ini lebih disebabkan oleh pola pengelolaan yang

masih berorientasi kepada figur kiai, pengelolaan

yang serba informal, dan “serba mono” atau

fokus kepada satu orang (As’ad & Azizi, 2020;

Yahya, 2015). Selain itu, pengelolaan keuangan

di pesantren secara umum belum sesuai dengan

prinsip akuntabilitas. Hal ini ditandai dengan

masih lemahnya sistem perencanaan dan

pengawasan (Fahrurrozi, 2012). Kalaupun ada

pesantren yang mampu mengelola keuangan,

masih bersifat sederhana (Sonedi, Jamalie, &

Majeri, 2017; Muchtar, Ondeng, & Wayong

2016).

Berdasarkan latar belakang dan kajian

literatur di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana penerapan model

konseptual manajemen pembiayaan pendidikan

berbasis mutu di pesantren modern. Dari

perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian

ini adalah untuk mengidentifikasi model

konseptual manajemen pembiayaan pendidikan

berbasis mutu di pesantren modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode multikasus

karena lokus penelitiannya ada dua, yaitu

Pesantren Daarut Tauhiid (DT) Bandung dan

Pesantren Modern Sahid Bogor. Jenis penelitian

ini adalah penelitian deskriptif  yang bertujuan

untuk mengidentifikasi fenomena di lapangan

yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan

bersifat aktual (Creswell, 2012).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

cara wawancara. Teknik ini dilakukan agar

diperoleh informasi yang lengkap dan detail.

Untuk memperoleh data tersebut, peneliti fokus

pada instrumen yang telah dibuat sehingga akan

terarah ketika melaksanakan penelitian.

Wawancara dilakukan kepada beberapa

Tabel 1 Partisipan Penelitian

No Partisipan Aspek Wawancara 

1. Pengurus yayasan, pengurus 

lembaga, dan kepala sekolah 

/madrasah 

1. Perencanaan pembiayaan 

2. Pengorganisasian pembiayaan 

3. Pelaksanaan pembiayaan 

4. Pengawasan pembiayaan 

5. Pertanggungjawaban pembiayaan 

6. Perbaikan pembiayaan 

2. Pengawas internal yayasan 1. Pengawasan pembiayaan 

2. Pertanggungjawaban pembiayaan 

3. Perbaikan pembiayaan 

3. Bendahara 1. Pelaksanaan pembiayaan 

2. Pertanggungjawaban pembiayaan 
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pembahan (responden), antara lain: pengurus

yayasan, kepala sekolah/madrasah, dan

informan lainnya yang dianggap relevan.

Sedangkan teknik analisis yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah analisis lintas kasus.

Analisis ini dilakukan untuk membandingkan

berbagai informasi dan temuan yang diperoleh

di masing-masing pesantren dan sekaligus

memadukan dari kedua pondok pesantren

tersebut (Gambar 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Manajemen Pembiayaan di Pesantren

Daarut Tauhid Bandung

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh

informasi manajemen pembiayaan pendidikan di

Pesantren Daarut Tauhid (DT) Bandung dalam

hal perencanaan, pengorganisasian, pelak-

sanaan, pengawasan, pertanggungjawaban,

dan perbaikan berkelanjutan, sebagaimana

dalam Tabel 2.

Gambar 1 Analisis Lintas Kasus

Kasus II
Manajemen Pembiayaan di
Pesantren Modern Sahid

Bogor

Kasus I
Manajemen Pembiayaan di
Pesantren Daarut Tauhid

Bandung

Hasil Penelitian
pada Kasus I

Hasil Penelitian
pada Kasus II

Hasil Analisis pada
Kasus I dan Kasus II

Konseptual Model

Tabel 2 Hasil Penelitian di Pesantren DT Bandung

 
No Aspek Manajemen Hasil Penelitian 

1. Perencanaan 
Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Proses penyusunan perencanaan dalam bentuk RAPB (Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja) dimulai dari penyusunan rencana 
pengembangan yayasan, renstra pesantren, dan program kerja. 

2. Rencana pengembangan yayasan dibuat oleh yayasan dengan 
dibentuk tim PAKAPADU (rencana pembuatan pesantren terpadu). 
Renstra dibuat oleh pengurus Bidang Pendidikan. Sedangkan 
program kerja dan RAPB disusun oleh masing-masing kepala 
sekolah. 

3. Penyusunan rencana anggaran pembiayaan pendidikan pesantren 
bersifat bottom-up. 

4. Penyusunan program kerja dan RAPB dilakukan setahun sekali, yaitu 
pada awal tahun (memasuki tahun ajaran baru), sedangkan revisi 
dilakukan pada sementer kedua. 

5. Pengesahan perencanaan dilakukan di yayasan melalui musyawarah 
dengan para pengurus yayasan, bidang pendidikan, dan para kepala 
sekolah. 

6. Perencanaan yang sudah disahkan menjadi acuan para stakeholder 
untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan. 
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2. Pengorganisasian 
Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Secara struktural manajemen pembiayaan pendidikan dilakukan oleh 
dua lembaga, yaitu pengelola dan pengawas keuangan. 

2. Direktur Pendidikan (Dirdik) bertanggung jawab mengelola 
keuangan pendidikan, sedangkan di yayasan yang bertanggung 
jawab adalah  pimpinan yayasan, melalui bendahara yayasan.  

3. SPI (Satuan Pengawas Internal) bertanggung jawab kepada 
Lembaga pengawas keuangan internal, sedangkan eksternal adalah 
tim ISO (International Organization for Standardization) 9001:2008. 

3. Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Seluruh pemasukan keuangan dilakukan secara terpusat, melalui 
rekening yayasan, kecuali dana BOS (bantuan operasional sekolah). 

2. Proses pencairan anggaran dilakukan dengan cara pengajuan ke 
yayasan melalui Dirdik. 

3. Proses pengajuan anggaran kegiatan dilakukan dalam rentang waktu 
satu minggu untuk skala kecil dan satu bulan untuk skala besar. 
Sedangkan kegiatan yang insidental, di bawah satu juta, pengajuan 
dapat dilakukan sehari sebelum kegiatan. 

4. Proses pencairan, sebelum diajukan ke yayasan akan dilakukan 
penelaahan oleh Dirdik dalam rangka konsisten terhadap RAPB yang 
telah disahkan. 

5. Pencairan anggaran pendidikan dilakukan melalui bank. 
6. Pencatatan penggunaan anggaran menggunakan sistem akuntansi. 
7. Alokasi anggaran pendidikan yang masuk ke yayasan 100% untuk 

kepentingan pendidikan. 

4. Pengawasan 
Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Adanya lembaga pengawas internal yayasan, yaitu SPI (satuan 
pengawas internal). 

2. SPI melakukan pengawasan setiap bulan untuk buku kas, sedangkan 
untuk cash opname, audit dilakukan dua minggu sekali. 

3. Ada tiga bentuk audit yang dilakukan oleh SPI, yaitu audit buku kas, 
cash opname, dan insidental. 

4. Hasil dari audit SPI, disampaikan ke pengurus yayasan, untuk 
dimusyawarahkan, sebagai bentuk tindak lanjut dari temuan. 

5. Pertanggungjawab
an Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Pelaporan kegiatan harus sudah disampaikan satu minggu setelah 
kegiatan selesai dilaksanakan. 

2. Pemeriksaan kelengkapan laporan kegiatan oleh Dirdik. 
3. Pemberhentian sementara ajuan kegiatan bagi yang belum 

melaksanakan pelaporan kegiatan sebelumnya. 
4. Laporan kegiatan disampaikan oleh para kepara sekolah ke Dirdik, 

dari Dirdik diteruskan ke yayasan, dan dari yayasan akan diteruskan 
ke SPI. 

6. Perbaikan 
Berkelanjutan 
Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Adanya musyawarah bulanan sebagai proses dari hasil audit SPI. 
2. Dirdik selalu melakukan supervisi kepada para kepala sekolah. 
3. Hasil musyawarah bulanan dijadikan sebagai pedoman untuk 

menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai pedoman 
selanjutnya. 

Manajemen Pembiayaan di Pesantren

Modern Sahid Bogor

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh infor-

masi manajemen pembiayaan pendidikan di

Pesantren Modern Sahid Bogor dalam hal

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan, pertanggungjawaban, dan

perbaikan berkelanjutan (Tabel 3).
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Tabel 3 Hasil Penelitian di Pesantren Modern Sahid Bogor

No Aspek Manajemen Hasil Penelitian 

1. Perencanaan 
Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Proses penyusunan perencanaan dalam bentuk RAPB dimulai dari 
penyusunan rencana pengembangan yayasan, renstra pesantren, dan 
program kerja. 

2. Rencana pengembangan dan renstra yayasan dibuatkan oleh yayasan. 
Sedangkan business plan, program kerja dan RAPB disusun oleh tim 
analis (tim ad hoc) yang dipimpin oleh pimpinan harian pesantren. 

3. Penyusunan rencana anggaran pembiayaan pendidikan pesantren 
bersifat top-down. 

4. Penyusunan business plan dilakukan satu tahun sekali.  
5. Penyusunan program kerja dan RAPB dilakukan satu tahun sekali, 

yaitu pada awal tahun (memasuki tahun ajaran baru), sedangkan 
revisi dilakukan pada semester kedua. 

6. Hasil tim analis dalam bentuk draf perencanaan anggaran, untuk 
dimusyawarahkan di tingkat pesantren yang dihadiri oleh pimpinan 
harian pesantren, para kepala madrasah, dan para ketua bidang 
kepesantrenan (asrama). 

7. Pengesahan perencanaan dilakukan di yayasan melalui musyawarah 
dengan para pengurus yayasan, pimpinan harian pesantren, para 
kepala sekolah, dan para ketua bidang kepesantrenan. 

8. Perencaan yang sudah disahkan menjadi acuan, oleh para stakeholder 
dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan. 

2. Pengorganisasian 
Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Secara struktural manajemen pembiayaan pendidikan dilakukan oleh 
dua lembaga, yaitu pengelola dan pengawas keuangan. 

2. Pada pengelolaan keuangan pendidikan yang bertanggung jawab 
adalah wakil pimpinan harian I (bidang pembinaan tertib 3M [man, 
money, dan material]), sedangkan di tingkat yayasan yang 
bertanggung jawab adalah pimpinan harian yayasan, melalui bagian 
keuangan (bendahara) yayasan. 

3. Pada lembaga pengawas keuangan internal yang bertanggung jawab 
adalah pengawas yayasan, melalui kepala bidang keuangan yayasan, 
sedangkan eksternal adalah akuntan publik yang ditunjuk oleh 
yayasan. 

3. Pelaksanaan 
Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Seluruh pemasukan keuangan dilakukan secara terpusat, melalui 
rekening yayasan, kecuali dana BOS. 

2. Yayasan memiliki dua rekening, yaitu rekening pendapatan 
(pemasukan) dan operasional (pengeluaran). 

3. Proses pencairan anggaran dilakukan dengan cara pengajuan ke 
yayasan melalui pimpinan harian pesantren. 

4. Proses pengajuan anggaran kegiatan dilakukan dalam rentang waktu 
satu minggu untuk skala kecil dan satu bulan untuk skala besar. 
Sedangkan kegiatan yang insidental, di bawah satu juta, pengajuan 
dapat dilakukan sehari sebelum kegiatan. 

5. Proses pencairan, sebelum diajukan ke yayasan akan dilakukan 
penelaahan oleh kepala bidang keuangan dan bendahara pesantren 
dalam rangka konsistensi terhadap RAPB yang telah disahkan, serta 
disahkan oleh pimpinan harian pesantren. 

6. Pencairan anggaran pendidikan dilakukan melalui cek & giro. 
7. Pencatatan penggunaan anggaran menggunakan sistem akuntansi. 
8. Alokasi anggaran dibagi dua, yaitu 70% untuk kepentingan pendidikan 

dan 30% dikelola yayasan untuk pengembangan pendidikan, seperti 
kelengkapan dan perbaikan sarana-prasarana pesantren. 
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Pembahasan

Perencanaan Pembiayaan

Perencanaan merupakan aspek pertama dan

utama dalam memulai serangkaian kegiatan

organisasi sebab perencanaan adalah proses

perumusan pencapaian tujuan dan pada

akhirnya akan dijadikan sebagai pedoman di

masa yang akan datang. Perencanaan adalah

penyusunan pedoman untuk dilaksanakan

supaya tujuan organisasi dapat tercapai dengan

efektif dan efisien. Oleh karenanya, penyusunan

rencana merupakan starting point dalam

menentukan langkah selanjutnya.

Perencanaan dalam konteks menajemen

pembiayaan pendidikan adalah kegiatan

merencanakan penggunaan seluruh sumber

pembiayaan untuk menunjang kegiatan

pendidikan dan ketercapaian tujuan pendidikan

(Suprihno, 2016). Keefektifan dan efisiensi

dalam penggunaan anggaran pendidikan sangat

bergantung dari penyusunan rencana anggaran.

Dengan demikian, perencanaan pembiayaan

pendidikan merupakan pembuatan dan strategi

penyusunan anggaran (budgeting) yang

dilaksanakan oleh suatu lembaga untuk

menunjang keberlangsungan pendidikan dalam

bentuk program kerja (estimasi kinerja) guna

mencapai pendidikan yang berkualitas.

Produk akhir dari penyusunan perencanaan

pembiayaan pendidikan adalah Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

sekolah/madrasah dalam satu tahun.  Hal yang

harus dipertimbangkan dalam penyusunan

perencanaan pembiayaan pendidikan, antara lain

rencana pengembangan (tujuan pendidikan),

rencana strategis, rencana operasional, dan

implementasi & evaluasi rencana pesantren

(Sule & Saefullah, 2015).

Berdasarkan hasil analisis di kedua

pesantren ditemukan beberapa hal sebagaimana

dalam Tabel 4.

4. Pengawasan 
Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Dilaksanakan oleh pengawas internal yayasan, yaitu kepala bidang 
keuangan yayasan. 

2. Pengawas internal melakukan pengawasan setiap bulan untuk buku 
kas, sedangkan untuk cash opname, audit dilakukan dua minggu 
sekali. 

3. Ada tiga bentuk audit yang dilakukan oleh SPI, yaitu audit buku kas, 
cash opname, dan insidental. 

4. Hasil dari audit internal disampaikan ke pengurus yayasan untuk 
dimusyawarahkan sebagai bentuk tindaklanjut dari temuan. 

5. Pertanggungja-
waban 
Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Pelaporan kegiatan harus sudah disampaikan tiga hari setelah 
selesai kegiatan dilaksanakan. 

2. Pemeriksaan kelengkapan laporan kegiatan oleh bendahara 
pesantren. 

3. Pemberhentian sementara ajuan kegiatan bagi yang belum 
melaksanakan pelaporan kegiatan sebelumnya. 

4. Laporan kegiatan disampaikan oleh para kepala madrasah ke 
pimpinan harian pesantren, dari pesantren diteruskan ke yayasan, 
dan dari yayasan akan diteruskan ke pengawas internal yayasan.  

6. Perbaikan 
Berkelanjutan 
Pembiayaan 
Pendidikan 

1. Adanya musyawarah bulanan sebagai proses dari hasil audit 
pengawas internal yayasan. 

2. Pimpinan harian pesantren melalui wakil pimpinan harian I selalu 
melakukan supervisi kepada para kepala madrasah dan bidang 
kepesantrenan (asrama). 

3. Hasil musyawarah bulanan dijadikan sebagai pedoman untuk 
menyusun SOP sebagai pedoman selanjutnya. 
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Penyusunan RAPB berpedoman kepada tiga

hal, yaitu rencana pengembangan, renstra, dan

program kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat

Farhurohman (2017) bahwa dasar penyusunan

RAPB dimulai dari rencana pengembangan

sampai pada program kerja dan harus disusun

secara sistematis. Selain itu, penyusunan RAPB

harus memiliki data yang akurat dan lengkap,

sehingga segala kebutuhan dapat tercakup di

dalamnya (Barlian, 2016).

Penyusunan RAPB berpedoman pada

kebutuhan. Dalam penyusunan anggaran harus

dimulai dari rencana kegiatan, lalu mem-

perhitungkan biaya yang diperlukan guna

mengimplementasikan kegiatan tersebut

(Muhaimin, Suti’ah, & Probowo, 2011). Hal ini

dilakukan untuk memenuhi kepuasan para

pelanggan dan keefektifan biaya (cost

effectiveness analysis) pendidikan (Fattah,

2012) sehingga kekhawatiran akan terjadi

pemborosan dan pengeluaran biaya yang tidak

semestinya akan teratasi. Menurut Haryati

(2012), jika penyusunan rencana pembiayaan

tidak diawali dengan need assesment, akan

berdampak pada ketidakpatuhan terhadap

rencana anggaran tersebut. Oleh karena itu,

penyusunan RAPB harus rasional (riil dan logis),

sehingga dapat dengan mudah untuk diper-

tanggungjawabkan (Minarti, 2011; Kurniady,

2012).

Penyusunan RAPB melibatkan para

pemangku kepentingan. Supaya penyusunan

rencana pembiayaan sesuai dengan tujuan

pendidikan, pelibatan seluruh pemangku

kepentingan pendidikan menjadi suatu

keharusan. Pelibatan pemangku kepentingan

memiliki dua tujuan. Pertama, untuk transparansi

dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran

pendidikan. Terlebih jika dikaitkan dengan

sumber pemasukan pembiayaan pendidikan yang

lebih besar dari masyarakat. Penggunaan

anggaran yang transparan dan akuntabel akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan

dapat mendorong mereka untuk terus

berpartisipasi aktif dalam membantu pembiayaan

pendidikan (Murdayanti & Puruwita, 2017).

Kedua, untuk menumbuhkan sense of

accountability dan partisipasi aktif dari seluruh

sivitas akademika dalam mengimplementasikan

rencana yang sudah disusun sehingga

menghasilkan collective agreement dan

anggaran yang substantif (Komariah, 2018;

Suharsaputra, 2013).

Penyusunan dan pengesahan RAPB dilandasi

dengan asas musyawarah. Konsekuensinya

adalah pengesahan RAPB berdasarkan pada hasil

musyawarah sehingga seluruh pemangku

kepentingan memiliki sense of belonging and

responsibility (Abidin, 2017). Musyawarah

merupakan bentuk pemufakatan dari para

peserta rapat. Setelah para kepala sekolah/

madrasah selesai membuat draf RAPB, RAPB

tersebut dikumpulkan oleh pimpinan tertinggi

untuk dijadikan sebagai bahan rapat. Pada rapat

tersebut ada kemungkinan draf RAPB mengalami

perbaikan dan pengesahan. Ada dua hal yang

menjadi pertimbangan bahwa draf RAPB harus

mendapatkan perbaikan, yaitu: 1) kesesuaian

Tabel 4 Analisis Temuan Hasil Penelitian Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

No Aspek Manajemen Temuan Hasil Penelitian 

1. Perencanaan 

Pembiayaan 

Pendidikan 

1. Penyusunan RAPB berpedoman kepada tiga hal, yaitu rencana 

pengembangan yayasan, renstra yayasan, dan program kerja. 

2. Penyusunan RAPB berpedoman kepada kebutuhan. 

3. Penyusunan RAPB melibatkan para stakeholder. 

4. Penyusunan dan pengesahan RAPB dilandasi dengan asas 

musyawarah. 

5. Revisi RAPB menjadi suatu keniscayaan. 
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dengan rencana pengembangan dan renstra

yayasan, serta program kerja yang sudah

dibuatkan sebelumnya; dan 2) ketersediaan

anggaran yang ada di kas yayasan (Fadil, 2019;

Hasanudin, 2018).

Revisi RAPB menjadi suatu keniscayaan.

Revisi RAPB dilakukan satu tahun sekali,

biasanya dilakukan menjelang masuk semester

kedua. Ada dua hal yang menjadi pedoman dalam

revisi ini, mengevaluasi keefektifan serta efisiensi

penggunaan anggaran di semester sebelumnya

dan ketidaksesuaian dalam program kerja

(Hasanudin, 2018). Dengan demikian, revisi

anggaran termasuk RAPB menjadi suatu

keharusan karena RAPB disusun satu tahun

sebelum proses pembelajaran dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, sangat mungkin ada

ketidaksesuaian dengan kebutuhan. Bahkan

akan ada kenaikan satuan harga, sehingga

memerlukan revisi. Revisi merupakan upaya

untuk menghasilkan perencanaan yang baik

yang menurut Sule & Saefullah (2015) harus

memenuhi lima kriteria yaitu: faktual dan

realistis, logis dan rasional, fleksibel luwes,

komitmen, dan komprehensif.

Pengorganisasian Pembiayaan

Pengorganisasian adalah penentuan, penem-

patan, dan pembagian sumber daya serta

pendistribusian pekerjaan sesuai dengan tugas

masing-masing dalam bentuk struktur organisasi.

Tujuan pengorganisasian adalah agar

pelaksanaan tugas menjadi terbatas sehingga

tercapai tujuan yang telah direncanakan.

Dengan demikian, pengorganisasian memiliki tiga

makna, yaitu pembagian kerja (tugas),

departementalisasi, dan pencapaian tujuan

secara bersama-sama (Silalahi, 2015).

Pengorganisasian pembiayaan pendidikan

adalah penentuan, penempatan, dan pembagian

tugas sesuai dengan kompetensi dalam suatu

organisasi untuk mengurus pembiayaan

pendidikan. Pengorganisasian pembiayaan

bertujuan agar para pengelola pembiayaan

pendidikan dapat bekerja sesuai dengan

tugasnya masing-masing sehingga tujuan

pendidikan yang sudah direncanakan dapat

tercapai.

Berdasarkan hasil analisis di kedua

pesantren ditemukan beberapa hal sebagaimana

dalam Tabel 5.

Pembagian tugas antara pengelola dan

pengawas keuangan pendidikan. Pembagian

tugas merupakan hal yang sangat penting sebab

setiap orang dapat memahami pekerjaan (tugas)

yang menjadi tanggung jawabnya dan sistem

pengendalian keuangan dapat berjalan dengan

baik. Ada dua keuntungan yang diperoleh dari

pembagian tugas ini, yaitu pemberian tugas

kepada setiap yang mengisi struktur organisasi

sesuai dengan kemampuan dan  memberikan

kejelasan tugas kepada orang yang akan

mengerjakan, sebab setiap orang tidak akan

mungkin mengerjakan dan berada dalam dua

pekerjaan secara bersamaan dalam satu waktu

(Komariah & Engkoswara, 2012; Muttaqin,

2018). Hal inilah yang dilakukan di kedua

pesantren, guna pencapaian tujuan pendidikan,

kedua pesantren tersebut melakukan pembagian

kerja.

Terkait pengelola pembiayaan pendidikan

pesantren, dalam manajemen modern

pendelegasian kewenangan kepada unit

(struktur) organisasi merupakan suatu

Tabel 5 Analisis Temuan Hasil Penelitian Pengorganisasian Pembiayaan Pendidikan

No Aspek Manajemen Temuan Hasil Penelitian 

1. Pengorganisasian 

Pembiayaan 

Pendidikan 

1. Adanya pembagian tugas antara pengelola dan 

pengawas keuangan pendidikan. 

2. Adanya unit pengelola pembiayaan pendidikan 

pesantren. 
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keharusan agar setiap orang dapat bertanggung

jawab terhadap tugasnya. Pimpinan tidak

mungkin dapat mengerjakan dan menyelesaikan

seluruh pekerjaannya. Selain itu, pengendalian

juga memberikan kewenangan kepada bawahan

untuk mengambil keputusan terhadap peker-

jaannya, sehingga bawahan akan termotivasi

untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kinerja

(Muttaqin, 2018; Mahiri, 2016).

Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan adalah proses menggerakkan

seluruh komponen struktur organisasi supaya

mereka mengimplementasikan segala sesuatu

yang sudah direncanakan dengan sungguh-

sungguh. Pelaksanaan akan membuat seluruh

anggota organisasi saling bekerja sama. Oleh

karenanya, pelaksanaan merupakan aspek

manajemen yang paling penting sebab aspek

ini merupakan penentu berhasil atau tidaknya

pencapaian tujuan organisasi.

Pembiayaan pendidikan bertujuan untuk

membiayai seluruh kegiatan yang berkaitan

dengan kepentingan pendidikan di pesantren

demi pencapaian tujuan pendidikan. Pelaksanaan

pembiayaan pendidikan merupakan ruh dalam

pengimplementasian keuangan pendidikan. Oleh

karena itu, pihak-pihak yang diberikan kewe-

nangan dalam mengelola keuangan harus

seefektif dan seefisien mungkin dalam penggu-

naan anggaran sebab kredibilitas pengelola

keuangan dalam tahap ini sangat dipertaruhkan.

Penggunaan pembiayaan pendidikan dapat

dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni

penerimaan dan pengeluaran. Kegiatan

pencatatan penerimaan dan pengeluaran

keuangan pendidikan disebut penatausahaan

keuangan pendidikan (Matin, 2014).  Salah satu

bentuk dari penatausahaan keuangan pendidikan

adalah pembukuan (akuntansi).  Secara umum,

pembukuan keuangan pendidikan terdiri atas

buku kas umum (BKU), buku pembantu kas tunai

(BPKT), buku pembantu pajak (BPP), buku

pembantu bank (BPB), dan opname kas (OK)

serta berita acara pemeriksaan kas (BAPK)

(Matin, 2014; Nurdiani & Nugraha, 2018).

Berdasarkan hasil analisis di kedua

pesantren ditemukan beberapa hal sebagaimana

dalam Tabel 6.

Adanya pemanfataan sistem informasi

akuntansi (SIA) yang efektif. SIA merupakan

sistem yang dirancang untuk mentransformasi

data akuntansi menjadi informasi berbasis

komputer, sehingga dapat digunakan untuk

merencanakan, mengendalikan dan meng-

operasikan organisasi (Bodnar & Hopwood,

2012). Untuk mendapatkan hasil laporan

keuangan yang relevan, handal, dan dipercaya,

lembaga pendidikan harus memiliki SIA agar

lembaga tersebut memperoleh predikat good

governance (Zulfah, et al., 2017). Pelaksanaan

pembiayaan pendidikan dengan SIA ini menjadi

suatu keharusan. Hal ini dilakukan untuk

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar

Tabel 6 Analisis Temuan Hasil Penelitian Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

No Aspek Manajemen Temuan Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan 

Pembiayaan 

Pendidikan 

1. Adanya pemanfataan sistem informasi akuntansi (SIA) yang efektif. 

2. Adanya pemisahan antara rekening penerimaan dan pengeluaran 

dana pendidikan. 

3. Pembayaran biaya pendidikan via online dengan virtual account 

(VA). 

4. Pencatatan keuangan yang detail. 

5. Pencairan anggaran melalui prosedur pengajuan proposal kegiatan. 

6. Bendahara konsisten terhadap RAPB yang telah disahkan. 
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para pengguna SIA (orangtua dan masyarakat)

terpuaskan, sebagaimana hasil penelitian yang

menyimpulkan bahwa penerapan SIA dalam

keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap

akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan

(Mas’ut & Masrura, 2018; Juwita, 2013; dan

Mahayuni, Yuniarta, & Julianto, 2017).

Pemisahan antara rekening penerimaan dan

pengeluaran dana pendidikan. Pemisahan

rekening pemasukan dan pengeluaran dilakukan

untuk mewujudkan sistem pengendalian yang

efektif. Pengendalian dalam mengidentifikasi

jumlah dana yang masuk dan ke luar. Selain

untuk pengendalian yang efektif, pemisahan juga

memudahkan melakukan supervisi bagi pejabat

yang berwenang dan pengawasan bagi auditor,

sehingga jika sewaktu-waktu dilakukan audit,

bendahara akan mudah untuk melakukan

pengklasifikasian dana pendidikan (Astrawan,

et al., 2016).

Walaupun ada pemisahan antara pene-

rimaan dan pengeluaran dana pendidikan, dana

tersebut masuk dalam satu rekening, yakni

rekening yayasan. Dana pendidikan dari

orangtua dan donatur masuk ke rekening

yayasan. Begitu pula anggaran pendidikan yang

harus dikeluarkan harus melalui rekening

yayasan, dengan cara pengajuan anggaran

kegiatan, dalam bentuk proposal. Pengelolaan

keuangan melalui model ini sangat efektif

di lakukan, terutama untuk mendeteksi

kecurangan dan penyalahgunaan, serta

pengendalian keuangan (Warren, et al., 2012).

Pembayaran biaya pendidikan via online

dengan virtual account (VA). Transaksi tanpa

kertas (virtual) sudah menjadi suatu keharusan.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi

sangat memungkinkan untuk melakukan

transaksi tanpa harus mendatangi bank atau

tatap muka. Pembayaran dana pendidikan

melalui VA akan memudahkan, mempercepat,

dan efisien karena orangtua tidak harus datang

ke pesantren dan pihak pesantren pun akan

dengan mudah mengetahui orangtua yang sudah

membayar secara cepat dan akurat dengan

transaksi yang modern (Erinawati, 2012;

Syahbana, 2013; Prakoso & Herlawati, 2017;

dan Tazkiyyaturrohmah, 2018). Dengan

demikian, pesantren akan dengan cepat

mengetahui dana pendidikan yang sudah masuk

ke rekening pemasukan yayasan.

Pencatatan keuangan yang detai l .

Pencatatan merupakan konsekuensi dari adanya

penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan

agar dapat dengan mudah dipertanggung-

jawabkan. Oleh karena itu, pencatatan yang

detail menjadi suatu keharusan. Pencatatan

keuangan merupakan bagian dari sistem

akuntansi. Untuk memenuhi pencatatan yang

detail, bendaraha harus menggunakan pola

akuntansi. Pencatatan yang menggunakan pola

akuntasi terdiri dari beberapa buku, antara lain:

BKU, BPKT, BPP, BPB, dan OK, serta BAPK (Matin,

2014; Nurdiani & Nugraha, 2018).

Pencatatan dana pendidikan yang meng-

gunakan pola akuntasi menjadi sangat penting

sebab sangat berhubungan dengan akun-

tabilitas, transparansi, dan kredibilitas kepada

para pemangku kepentingan pendidikan. Akhir

dari pola akuntasi dana pendidikan ini akan

menjadi pelaporan dan informasi. Kedua hal ini

akan menentukan keberlangsungan lembaga

pendidikan di masa mendatang karena sangat

berhubungan dengan pertanggungjawaban dan

perlindungan kekayaan lembaga (Mulyadi, 2016;

Zulfah, Wahyuni, & Nurfaza, 2017).

Pencairan anggaran melalui prosedur

pengajuan proposal kegiatan. Hal ini merupakan

konsekuensi dari penerimaan dan pengeluaran

anggaran pendidikan melalui rekening yayasan.

Proses pencairan anggaran harus dilakukan

dengan pola pengajuan terlebih dahulu ke

yayasan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian

Muhajirin (2012) dan Lestari (2019) yang

menyatakan bahwa prosedur penggunaan dana

yang bersumber dari masyarakat harus melalui

tahapan usulan dari sekolah, persetujuan dari

atasan sebagai pengelola dana, dan RAPB yang
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telah ditetapkan yang menjadi pedoman dalam

penggunaan keuangan.

Bendahara bersikap konsisten terhadap

RAPB yang telah disahkan. Dengan menggu-

nakan pola pengajuan pencairan anggaran

kegiatan, pemeriksaan dan penelaahan setiap

ajuan kegiatan harus dilakukan dalam rangka

konsistensi terhadap RAPB yang telah disahkan.

Ketika ada pengajuan anggaran di luar rencana

tersebut, pengajuan harus dikembalikan untuk

direvisi kembali. Oleh karena itu, pimpinan yang

berwenang dan bendahara harus memiliki

komitmen dan konsistensi terhadap rencana

tersebut. Artinya, lolos dan tidaknya pengajuan

pencairan anggaran kegiatan sangat bergantung

dari komitmen dan konsistensi dari kedua orang

tersebut terhadap RAPB selaku pemeriksa

pengajuan sebagaimana dinyatakan oleh Hasan

dan Arif (2019) bahwa segala pembelanjaan dan

penggunaannya harus sesuai dengan rencana

yang telah ditentukan.

Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan merupakan kunci keberhasilan

suatu proses pembiayaan pendidikan sebab

pengawasan adalah proses pengendalian

terhadap seluruh struktur organisasi dalam

melaksanakan perencanaan yang sudah dibuat.

Tujuan utama pengawasan adalah menjamin

ketercapaian tujuan pendidikan yang telah dan

akan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap

penggunaan pembiayaan pendidikan merupakan

seluruh aktivitas memeriksa dan melaporkan

penggunaan dana yang dialokasikan untuk

membiayai program pendidikan secara efektif,

efisien, transparan, akuntabel, dan pencegahan

dalam penyalahgunaan dana (Aedi, 2014;

Lunenburg, 2010).

Pengawasan pembiayaan pendidikan tidak

hanya dilakukan pada saat pelaksanaan

pembiayaan pendidikan, tetapi juga ketika

penyusunan perencanaan pembiayaan pendi-

dikan. Oleh karena itu, peran komite sekolah/

madrasah dalam melakukan pengawasan

terhadap keterlaksanaan manajemen pembi-

ayaan pendidikan dapat dilakukan dengan: 1)

memberi pertimbangan dalam pelaksanaan

kebijakan pembiayaan pendidikan; 2) men-

dukung layanan pendidikan; 3) mengontrol,

sehingga transparansi dan akuntabilitas

pembiayaan pendidikan dapat termonitoring; dan

4) memediasi hubungan antara pemerintah

dengan masyarakat (Supriyanto, 2013).

Berdasarkan hasil analisis di kedua

pesantren ditemukan beberapa hal sebagaimana

dalam Tabel 7.

Pengawas internal (PI) menjadi suatu

keharusan dalam mewujudkan tata kelola yang

baik. Pengawasan merupakan proses pengen-

dalian terhadap seluruh struktur organisasi dalam

mengimplementasikan rencana yang sudah

dibuat, sehingga ketika terjadi kesalahan atau

kecurangan (fraud) pada anggaran pembiayaan

pendidikan, secepat mungkin dapat terdeteksi.

Semakin sedikit penyimpangan anggaran

pembiayaan pendidikan, semakin efektif kinerja

pelaksanaan pembiayaan pendidikan tersebut

(Yuniarti, 2017).

Tugas utama dari PI adalah untuk mencegah

penyalahgunaan dana publik (Lunenburg, 2010;

Nindito, 2018) agar lembaga publik, seperti

No Aspek Manajemen Temuan Hasil Penelitian 

1. Pengawasan Pembiayaan 

Pendidikan 

1. Pengawas internal (PI) menjadi suatu keharusan dalam 

mewujudkan tata kelola yang baik. 

2. Konsistensi PI melakukan fungsi pengawasan untuk 

mencegah penyalahgunaan anggaran pendidikan. 

3. Musyawarah hasil audit. 
 

Tabel 7 Analisis Temuan Hasil Penelitian Pengawasan Pembiayaan Pendidikan
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pesantren, dapat menghasilkan lembaga

pendidikan yang transparan, akuntabel, dan

kredibel dalam penggunaan anggaran pendidikan.

Jika pesantren mampu menerapkan prinsip-

prinsip tersebut, pesantren sudah mencermikan

lembaga pendidikan yang melaksanakan tata

kelola organisasi yang baik/Good Corporate

Governance (GCG) (Khairunnisa, Rasuli, &

Ratnawati, 2016). Ketika lembaga pendidikan

sudah menerapkan GCG, pencapaian pendidikan

yang bermutu pun akan terlaksana dengan

efektif sehingga kepercayaan public-

stakeholders akan semakin meningkat (Djupri,

2017; Raeni, 2014; Abidin, 2017; dan

Nurrizkiana, Handayani, & Widiastuty, 2017).

Konsistensi PI melakukan fungsi pengawasan

adalah untuk mencegah penyalahgunaan

anggaran pendidikan. Hasil penelitian Wahyudin,

Cahyaningdyah, Baroroh  (2014) dan Yuniarti

(2017) menyimpulkan bahwa PI sangat

berimplikasi secara signifikan terhadap

pencegahan terjadinya fraud. Mengutip istilah

Gamar dan Djamhuri (2015) bahwa tugas utama

dari PI adalah sebagai “dokter”, fraud seperti

“penyakit”, dan auditee sebagai “pasien”. Ketika

“dokter” melakukan pemeriksaan, ia tidak akan

langsung memvonis tindakan operasi kepada

“pasien”, sekalipun ia mengidap penyakit berat.

“Dokter” akan mencoba alternatif pengobatan

yang lebih murah dengan risiko yang minim.

Dengan demikian, tugas utama PI lebih fokus

pada pemberian arahan dan melakukan

pencegahan ketika melaksanakan pemeriksaan.

Jika ditemukan ada sesuatu yang perlu

diperbaiki, PI akan memberi kesempatan kepada

auditee untuk segera memperbaikinya.

Konsistensi PI secara berkala juga akan

menciptakan lembaga pendidikan yang

berkualitas jika kepala sekolah/madrasah dan

bendahara menyusun laporan keuangan dengan

baik. Semakin baik sistem PI, semakin baik

kualitas laporan keuangan (Yunas, 2014; dan

Pradono & Basukianto, 2015). Apabila suatu

lembaga pendidikan sudah dapat membuat

pelaporan keuangan dengan baik, akan

dipastikan bahwa kepercayaan publik-pemangku

kepentingan akan semakin meningkat.

Musyawarah hasil audit merupakan salah

satu rangkaian dari tugas pengawas internal di

kedua pesantren dan menjadi bagian dari

transparansi hasil pemeriksaan oleh tim audit

internal kepada lembaga yang diauditnya. Dalam

musyawarah ini hanya pimpinannya yang berhak

untuk menghadirinya, seperti ketua dan

sekretaris yayasan, para pimpinan lembaga,

pengawas internal, dan para kepala sekolah/

madrasah.

Inti yang menjadi pembahasan dalam

musyawarah, khususnya di lembaga pendidikan,

adalah tabayun (pencarian kejelasan) terhadap

temuan hasil audit. Ada dua tujuan utama dari

musyawarah ini bagi lembaga pendidikan, yaitu

memperbaiki jika masih ditemukan adanya

ketidaksesuian dalam penggunaan anggaran

pendidikan dan sebagai bahan evaluasi bagi

pimpinan lembaga pendidikan terhadap

keefektifan dan efisiensi penggunaan anggaran

pendidikan yang sudah dikeluarkan  (Hasanudin,

2018).

Pertanggungjawaban Pembiayaan

Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan

adalah segala aktivitas pembuatan laporan

keuangan pendidikan yang disusun setelah

seluruh bukti pengeluaran diuji kebenarannya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal yang

harus diperhatikan ketika membuat laporan

pertanggungjawaban adalah disertakannya

seluruh bukti pengeluaran riil dan asli sebab

pengelolaan keuangan harus membuat laporan

kepada pihak-pihak yang memberikan biaya

pendidikan yang dikelolanya.

Berdasarkan hasil analisis di kedua

pesantren ditemukan beberapa hal sebagaimana

dalam Tabel 8.

Kebijakan percepatan pelaporan per-

tanggungjawaban kegiatan. Percepatan dalam

pelaporan pertanggungjawaban merupakan
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salah satu bentuk menjaga dan memelihara

prinsip transparansi dan akuntabil itas

penggunaan anggaran pendidikan. Hasil

penelitian (Ningsih & Siwi, 2019;  Dwiharja &

Kurrohman, 2017) menyimpulkan bahwa

akuntabil itas dan transparansi dalam

pengelolaan anggaran pendidikan sangat

berpengaruh positif terhadap partisipasi

masyarakat dalam pembiayaan pendidikan

(Ningsih & Siwi, 2019;  Dwiharja & Kurrohman,

2017).

Transparansi dan akuntabilitas juga

merupakan dua hal yang akan menjaga dan

memelihara kepercayaan dari masyarakat karena

dana yang diterima (masuk) ke lembaga

pendidikan, terutama lembaga pendidikan

swasta. Ketika kepercayaan masyarakat

meningkat, akan terwujud penyelenggaraan tata

pamong lembaga pendidikan yang baik (Raeni,

2014; Abidin, 2017; Nurrizkiana, Handayani &

Widiastuty, 2017).

Pemberhentian sementara terhadap

pengajuan kegiatan kepada pihak yang belum

menyerahkan dan melengkapi laporan per-

tanggungjawaban. Pemberhentian sementara

terhadap pencairan ajuan kegiatan merupakan

salah satu kebijakan dalam rangka menertibkan

pelaporan pertangggungjawaban secara tuntas.

Penyerahan kelengkapan laporan pertanggung-

jawaban kegiatan sebelumnya adalah prasyarat

yang harus dilengkapi agar pihak sekolah/

madrasah dapat mengajukan pencairan kegiatan

yang akan datang. Hal ini dilakukan dalam

rangka sense of responsibility and accountability

terhadap sesuatu yang sudah dipergunakan.

Sebagai konsekuensi, sekolah/madrasah harus

mempertanggungjawabkan laporan, baik kepada

lembaga (yayasan) maupun masyarakat, agar

indikasi fraud dapat terdeteksi sejak awal oleh

pimpinan.

Selain menjaga akuntabilitas, pemberhentian

sementara ini juga untuk menjaga keefektifan

dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.

Pemberhentian sementara dapat digunakan oleh

pimpinan untuk mengevaluasi anggaran

pendidikan yang telah digunakan, terutama pada

perencanaan yang sudah ditetapkan dan

pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini sesuai

dengan pendapat Kisbiyanto (2014) yang

menyatakan bahwa manajemen keuangan

dikatakan efektif apabila segala aktivitas

pembiayaan pendidikan diarahkan untuk

pencapaian tujuan dan hasilnya sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan kelengkapan pelaporan

pertanggungjawaban yang dilakukan secara

berjenjang. Pemeriksaan secara detail oleh para

pimpinan, mulai dari lower managers sampai top

managers. Hal ini harus dilakukan untuk

mencegah terjadinya fraud anggaran pen-

didikan, sehingga ketika bawahan akan

melakukan fraud akan terindentifikasi sejak

awal. Artinya, dengan pemeriksaan yang

berjenjang tidak akan memberikan kesempatan

kepada bawahan untuk melakukan fraud sebab

salah satu faktor terjadinya fraud adalah

Tabel 8 Analisis Temuan Hasil Penelitian Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan

No Aspek Manajemen Temuan Hasil Penelitian 

1. Pertanggungjawaban 

Pembiayaan Pendidikan 

1. Kebijakan percepatan pelaporan pertanggungjawaban 

kegiatan. 

2. Pemberhentian sementara terhadap pengajuan 

kegiatan kepada pihak yang belum menyerahkan dan 

melengkapi laporan pertanggungjawaban. 

3. Pemeriksaan kelengkapan pelaporan 

pertanggungjawaban yang dilakukan secara 

berjenjang. 
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adanya pemberian kesempatan kepada

bawahan.

Perbaikan Berkelanjutan Pembiayaan

Tahapan yang tidak dapat ditinggalkan dalam

penerapan quality management adalah

perbaikan berkelanjutan sebab perbaikan

berkelanjutan merupakan salah satu pilar dalam

mutu. Untuk itu, perbaikan berkelanjutan

menjadi suatu keharusan pada manajemen

pembiayaan pendidikan yang berorientasi pada

mutu (Komariah & Engkoswara, 2012). Hasil

penelitian Pamungkur (2016) menyimpulkan

bahwa perbaikan berkelanjutan terbukti memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap

manajemen peningkatan mutu.

Perbaikan berkelanjutan adalah usaha

berkelanjutan yang dilaksanakan guna

pengembangan dan perbaikan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan,

dan pertanggungjawaban. Seluruh usaha

tersebut dilakukan dalam rangka memberikan

pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan

sehingga terpuaskan. Perbaikan berkelanjutan

merupakan cara untuk mengidentifikasi

terjadinya pemborosan dan meningkatkan

aktivitas yang bernilai. Hal ini penting dilakukan,

sebab pemborosan merupakan cerminan dari

sesuatu pekerjaan berlebihan yang tidak bernilai

tambah, terlebih kinerja yang dikerjakan

berkaitan dengan keuangan.

Pengelolaan keuangan merupakan penge-

lolaan yang berkenaan dengan sesuatu yang

bersifat sensitif dan melibatkan banyak orang,

terutama orangtua dan masyarakat sebagai

pengguna. Sekali saja mereka kecewa terhadap

kinerja pengelola keuangan, selamanya mereka

tidak akan percaya terhadap lembaga pendidikan

tersebut. Itulah salah satu faktor terjadinya

penutupan terhadap lembaga pendidikan. Oleh

karena itu, perbaikan berkelanjutan menjadi

solusi yang tepat.

Berdasarkan hasil analisis di kedua

pesantren ditemukan beberapa hal sebagaimana

dalam Tabel 9.

Musyawarah sebagai media komunikasi

dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan

pembiayaan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri

bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan

keuangan pendidikan akan selalu ada

permasalahan. Agar permasalahan terselesaikan

harus ada proses komunikasi, baik komunikasi

antarpelaksana maupun antarlembaga keuangan

sehingga pekerjaan tersebut akan terselesaikan

dengan efektif.

Komunikasi merupakan salah satu faktor

penting dalam memperlancar proses interaksi

dan kesuksesan organisasi. Tanpa ada jalinan

komunikasi yang efektif, kemungkinan besar

seluruh proses organisasi, perencanaan, serta

proses perbaikan yang berkelanjutan tidak akan

berjalan secara maksimal (Syarif, 2014; Nurrohim

& Anatan, 2009). Hasil penelitian Rahmah (2018)

menyimpulkan bahwa salah satu proses

keberhasilan TQM (total quality management)

adalah komunikasi yang baik antarpemangku

kepentingan lembaga pendidikan yang dilakukan

secara terus-menerus.

Tabel 9 Analisis Temuan Hasil Penelitian Perbaikan Berkelanjutan Pembiayaan Pendidikan

No Aspek Manajemen Temuan Hasil Penelitian 

1. Perbaikan Berkelanjutan 

Pembiayaan Pendidikan 

1. Musyawarah sebagai media komunikasi dalam 

menyelesaikan permasalahan pengelolaan pembiayaan 

pendidikan. 

2. Optimalisasi supervisi dan PI terhadap pengelola keuangan 

pendidikan pesantren. 

3. Prosedur kerja yang jelas dalam bentuk SOP (standar 

operasional prosedur) keuangan pesantren. 
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Optimalisasi supervisi dan PI terhadap

pengelola keuangan pendidikan pesantren.

Supervisi adalah serangkaian kegiatan untuk

memastikan bahwa mutu yang diharapkan telah

memenuhi standar yang telah ditentukan. Untuk

itu, supervisi merupakan salah satu proses

controlling.

Supervisi dilakukan untuk memastikan

penggunaan keuangan pendidikan sesuai dengan

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Tugas utama dari supervisi adalah untuk

memberikan arahan secara langsung oleh atasan

terhadap kegiatan bawahannya agar para

pengelola keuangan melaksanakan rencana yang

sudah ditentukan. Oleh karena itu,  pimpinan

harus melakukan supervisi secara optimal agar

permasalahan atau indikasi adanya penyalah-

gunaan anggaran pendidikan dapat teratasi

dengan cepat, tepat, dan akurat (Kurnia & Sule,

2017). Selain supervisi, PI juga diperlukan dalam

rangka perbaikan yang berkelanjutan terhadap

para pengelola keuangan sebagaimana yang

telah dikemukakan pada pengawasan pembi-

ayaan. Optimalisasi terhadap pelaksanaan

supervisi dan PI harus dimaksimalkan untuk

mencegah adanya penyimpangan dan penya-

lahgunaan wewenang terhadap penggunaan

anggaran keuangan pendidikan pesantren.

Prosedur kerja yang jelas dalam bentuk SOP

(standar operasional prosedur) keuangan

pesantren. SOP adalah dokumen yang

berhubungan dengan tata kerja dalam

menyelesaikan suatu pekerjaan untuk

menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien

serta produktif. Untuk itu, SOP menjadi sesuatu

yang penting dan merupakan produk akhir dari

pelaksanaan perbaikan berkelanjutan

(continuous improvement).

Berdasarkan pemaparan di atas, dibuatkan

model konseptual penelitian, yaitu manajemen

pembiayaan pendidikan berbasis mutu di

pesantren modern sebagaimana pada Gambar

2.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas,

simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa

model konseptual manajemen pembiayaan

pendidikan berbasis mutu di pesantren modern

harus dilakukan secara komprehensif-integral,

tidak dilakukan secara parsial, mulai dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan, pertanggungjawaban, dan

perbaikan berkelanjutan pembiayaan pendidikan.

Ketika seluruh aspek manajemen pembiayaan

tersebut dilaksanakan, pengelolaan pembiayaan

pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel akan terwujud dengan baik. Pesantren

sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam

dapat menghasilkan tata kelola lembaga yang

baik (good corporate governance) dan

mencegah terjadinya penyalahgunaan dana

pendidikan. Konsep manajemen pembiayaan

pendidikan berbasis mutu tersebut telah

diimplementasikan di kedua pesantren dan

terbukti berhasil.

Saran

Mengacu pada simpulan, saran yang diberikan

adalah sebagai berikut. Pertama, pesantren

harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang

profesional. Pengembangan SDM yang

profesional, dapat dilakukan melalui: 1) Jalur

pendidikan, seperti studi lanjut; 2) Meng-

ikutsertakan dalam forum ilmiah, seperti

workshop maupun seminar; dan 3) Jalur

pelatihan, seperti in house training.

Kedua, pesantren harus memiliki sumber

pembiayaan yang mencukupi. Pencarian sumber

pembiayaan pendidikan dapat dilakukan dengan

membuat proposal kepada instansi pemerintah

maupun swasta, baik secara perorangan maupun

kelembagaan. Terlebih lembaga pendidikan

tersebut adalah pesantren yang notabene

berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Hal

ini dilakukan untuk menunjang ketersediaan

pendidikan yang memadai.

Ketiga, pesantren harus memiliki fasilitas

yang memadai. Ketersediaan komputer, baik

dalam bentuk PC (personal computer) maupun

laptop yang terkoneksi dengan internet dan

mininal memiliki program microsoft office, seperti

word dan excell. Komputer ini digunakan untuk

media pencatatan secara digital terhadap

pemasukan dan pengeluaran keuangan

pendidikan, seperti BKU, BPKT, BPP, BPB, dan

OK, serta BAPK. Ketersediaan brangkas sebagai

tempat untuk menyimpan uang tunai, sehingga

tidak tercampur dengan uang pribadi.

Ketersediaan rekening khusus, seperti rekening

yayasan, pesantren, maupun sekolah/madrasah

sebagai media transfer uang, baik dari

pemasukan maupun pengeluaran dana

pendidikan. Ketersedian VA (virtual account)

bagi para peserta didik. VA ini digunakan untuk

membayar SPP (sumbangan pembinaan

pendidikan) maupun DSP (dana sumbangan

pendidikan).

Keempat, pengimplementasian model

konseptual. Untuk meningkatkan keefektifan dan

efisiensi pembiayaan pendidikan di pesantren,

pesantren-pesantren dapat mengimplemen-

tasikan model konseptual yang dihasilkan dalam

penelitian ini sehingga pesantren sebagai

lembaga pendidikan Islam yang asli akan tetap

bertahan dan berkembang, bernilai tambah, dan

bahkan dapat bersaing dengan lembaga-

lembaga pendidikan lainnya.

Kelima, penelitian lanjutan. Peneliti sangat

menyadari bahwa penelitian ini masih sebatas

model konseptual. Artinya diperlukan adanya

penelitian yang lebih aplikatif. Sehingga

kesahihan model  konseptual ini menjadi kuat

dan valid. Peneliti mengharapkan adanya

penelitian lanjutan ini dapat dilakukan melalui

penelitian pengembangan (research and

development).
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